Cay

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA RANDIK '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air
Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin di
peérlukan sararia dag Prasarafia yaiig riemadai ;

b. bahwa modal daerah yang telah di tetapkan dalam Persturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 tahun 2008 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Randik, perlu penambahan modal ;

¢. bahwa terhadap penyertaan modal yang telah ada masih dianggap
belum optimal untuk memenuhi sarana dan prasarapa geraknya PDAM
Tirta Randik sehingga periu diadakan penambahan Penyertaan Modal
Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf
huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin tentang Penambahan Penyertaan Modal Daersh
Kabupatern Musi Banyussin Kepada Perusahasn Daersh Air Minm
Tirta Randik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
K Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355} ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tshun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang ~Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
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7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan
sistem Penyediaan Air -Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahuii 2005 Noiof 33 Taiibahan Leéfbaran Neégara Republik
Indonesia Nomor 4558).

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503) ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578} ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

1L

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
Tambahai Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4593) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahuri 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusabaan Daerah di Lingkungan
Pemerintahan Dacrah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2{07 tentang Organ
dan Kepegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tzhun 2011 Nomor 694).

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor § Tahun 2000
tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahut 2004 Nomor 14),

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 33).
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Menetapkan :

Dengaun Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUFATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA RANDIK.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasall

- Dalam Peratufan Dasrah inid yang dimaksud defigai ¢

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang
belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat
dinilai dengan uang;

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal
Daerah pada Perusahaan daerah Air Minum Tirta Randik;

7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik yang didirikan
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2005;

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada
masyarakat,
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BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan
Daerah ;

(2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan
pembiayaan Pemerintah Daerah ;

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
adalah dalam bentuk vang dan barang ;

{4) Peigukiiran nilai aset yaig diserfakan §ebagai fiodal daerak pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sampai dengan tahun 2012
yaitu sebsar Rp. 308.357.685.624,41,- (Tiga ratus delapan milyar tiga
ratus lima puluh tujub juia enam ratus delapan puluh lima ribu enam
ratus dua puluh empat rupiah empat puluh satu sen);

(5) Pepambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun tahun berikutnya,

merupakan Penambahan Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam
neraca awal PDAM Tirta Randik.
BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

(1) Peériam) ""bﬁh&ﬁ Péﬁyer"’taa:"“'i Meodal Pemeriitah Daerah k'éﬁﬁdﬁ Pérusahadin
Daerah Air Minum Tirta Randik yaitu sebesar Rp.300.000.000.000,-
(Tiga ratus milyar rupiah).

62) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut diatas dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak fahun
Anggaran 2013 sesuai kemampuan keuangan Daerah.’

BAB V
MODAL PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 5
(1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Dacrah Air Minum Tirta
Randik adalah kekayaan daerah yang dipisahkan vang berasal dad

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak
terbentuknya PDAM Tirta randik Tahun 1987 s/d 2012.

(2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (4)
harus merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Randik Tahun berjalan ;

(3) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan Perusahaan Daecrah Air

Minum Tirta Randik diatur dalam Anggaran dasar PDAM Tirta Randik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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. BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini akan diatur lebih Ianjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 8

Dengan berlalcunya peraturan Daerzh ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan aerah Nomor 18 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pe.ngundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu o012
pada tanqgal 126 Desermbe

Di_undangkan di : Sekayu :
pada tanggal 110 ganuati 2013

SEKRETARIS DAERAH

S SERRETARIATA
DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR : 99
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